KOTA DEPOK

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011
WALIKOTA DEPOK,

Menimbang

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran

menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Perubahan

Operasional pelaksanaan APBD;

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16
Tahun Anggaran 2011,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

1.

Mengingat

Ao

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
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Republik indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985
tentang Pajaxk Bumi dan Bangunan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
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Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomeor 31

"

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4150}

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 4286}

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 44003,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4421},

)
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
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Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

=

Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011

i IREE SRS I R AR AR RIS R

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
1

P

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1 Nomor 8 Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5189}

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
{Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5049):

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234),

(1)



>

~

-d
o

-
©

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
un 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawa ge
- o A
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3088), sebagaimana telah beberapakaii
.

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Perubahan
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aimanza telah beherana\(ah diubah terakhir danga

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudt
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47 Tambahan L embaran Neaara Republik Indonesia

....... “ -

Nomor 4712);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (l.embaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara

Republik iIndonesia Nomor 4575}

. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran

Negara Republik indonesia Nomor 5155},
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Peraturan Pemeriniah Nomor 57 Tahun 2005 teniang Hibah Kepada Daerah (Lembaran
hun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah { Dara

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
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Penerapan Standar Pelavanan Minima! (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
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Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahiin 20058 Nnmnr 188 Tamhahan | amharan Noanara Reniihlilk Indnaneacia
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Nomor 4592}

Paratiiran Pamarintah Nomor 8 Tahun 2008 tentana Pannelnlaan Rarana Milik

Cerauran Femennian Nemor ©  lanun LUt eniang rengediaan oarang b

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,

o0

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana tela

[
Lembaran N Repu esia
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855}

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (I embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerar
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Rerapublik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693):

(9]
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_Peraturan Pemerinian Nomor 38
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran

ara Republik Indonesia Nomor 5018);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Propinsi (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 25
Tambahan | embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4209);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik indonesia Nomor 5161);

(®))
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40. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
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Republik Indonesia Nomor 5219);

1
H
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Pegawai Negeri Si

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang

Barang/Jasa Pemerintah;

dan Kabupaten Kota Tahun Anggaran 2011,

beberapa kali diubah

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah

(S

uran Menier

-

e §

eraf
ehat

[l

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan

jabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah

tentang Pen

Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata

pala Daerah tentang Penjabaran Peraturan Kepala

Daerah dan Rancangan Peraturan Ke

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.07/2009 tentang Alokasi dan Pedoman

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2009 tentang Batas Maksimal
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Kumuiatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011;
74

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah;

DAaratiiran Antari Waiinnmaan Niamar DO00/DRW NT7/0040 tnntana AlAalraci Camaontara Mana
It Al 1IVIC Il (N udt !\jul TOINAAL LI L I\ T U LDt Lt ‘8 FAVMUVNAUI IOt ioi it L/t i

0
(D

b]
(o]

¢

Bagi Hasil Cukai Tembakau Tahun Anggaran 2010;

~ ARG G

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan

Alokasi Sementara Rantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupate

A=

)

dan Kota Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK 07/2010 tentang Perkiraan Alokasi Dana
Bagi Hasil Sumberdaya Alam Perikanan Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keiiangan Nomor 19/PMK 07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana
Bagi Hasil Sumberdaya Alam Kehutanan Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK 07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana
Bagi Hasil Sumberdaya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2011;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana
Bagi Hasil Sumberdaya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2011,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2010 tentang Pedoman Umum dan
Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.07/2011 tentang Perkiraan Alokasi Dana
Bagi Hasil Sumberdaya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun

Anggaran 2011,

o0
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Tunjangan Profesi Guru PNSD kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.07/2011 tentang Perubahan atas

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor

87/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang;

niangan Ber lam bentuk Natu!
Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor SE-
9/PR/2010 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil, Anggota TN!

dan Anggota POLRY;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 28 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2010 tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2011;

. Keputusan Gubemur Provinsi Jawa Barat Nomor 478/978-Kep/Sat.Pol.PP tentang

Bantuan Keuangan untuk Sinergitas Penegakan Peraturan Daerah. Pemeliharaan
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,

Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 978/Kep.538-BKD/ 2011 tentang
Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka Evaiuasi Kinerja
Kabupaten/Kota dalam Pemungutan dan Pengelolaan Administrasi Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2010;

Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 978/Kep.717-Dinkes/ 2011 tentang

Bantuan Keuangan untuk Pembangunan di Bidang Kesehatan;
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pada Jenjang Pendidikan Dasar;

Pemerintah Kota Depok, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kota Bekasi,

Woalikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);

ik
LUV “wAagil T

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 02);

Peraturan Daerah Kota Depck Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan
(LLembaran Daerah Kota Depok Tahun 2007 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006 — 2025 (L embaran Daerah
Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran
Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2010;

Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);
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A Peraturan Diaeran Koia Denok Nomor 12
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Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 12);

B7. Peraturan Daerah Koig Depok Nomor 18 Tahun 2011 feniang Perubanzan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011
Nomor 16)
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PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
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Pasal 1
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun
Anggaran 2011 semula berjumlah Rp. 1.377.789.149.401
sejumlah Rp. . 202.559.202.621,33 sehingga menjadi Rp. 1.580.348.352.023,03 dengan
rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan

a. Semula Rp.1.121.597.301.601,70

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 176.233.040.043 51

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.1.297.830.341.645 21
2 Belanja

a. Semula Rp.1.373739.109.401,70

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 205.302.927.761,33

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.579.042.037.163,03

Surplus/(Defisit) setelah perubahan (Rp.281.211.695.517,82)
3 Pembiayaan

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 26.326.162.577,82

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 282.545035.377.82
b. Pengeluaran
1) Semula Rp.  4.050.040.00C.CC
2) Bertambah/(berkurang) (Rp. 2.743.725.140,00)
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 1.306.214.860.CC



c. Jumiah Pembiayaan Neto

1) Semula Rp. 252.168.832.800,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 29.069.887.717.82

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 281.238720.517,82

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan

(SILPA) Rp. 27.025.000,00
Pasal 2

Peraturan Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut

pada Lampiran peraturan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari peraturan ini. ’

Pasal 4
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 4 November 2011

WALIKOTA DEPOK

UDIISMA’IL

Diundangkan di Depok

padatanggai 4 November 2011
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK

ETY SH YAHXTI, SE, M.Si
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2011 NOMOR 34

12



